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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat 

dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul "Hukum Keuangan 

Negara dan Daerah" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini 

disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif 

mengenai aspek hukum dalam pengelolaan keuangan negara dan 

keuangan daerah di Indonesia. 

Dinamika pengelolaan keuangan publik di Indonesia terus 

berkembang seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi, 

desentralisasi fiskal, serta upaya mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Negara memiliki 

kewenangan dan tanggung jawab besar dalam mengelola pendapatan 

dan belanja negara, termasuk dalam hubungan keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, 

pemahaman yang kuat terhadap kerangka hukum yang mengatur 

keuangan negara dan daerah menjadi sangat penting, baik bagi 

aparatur negara, praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat luas. 

Buku ini membahas secara sistematis berbagai aspek hukum 

keuangan negara, mulai dari landasan konstitusional (Undang-

Undang Dasar 1945), pengertian dan ruang lingkup keuangan negara 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, hingga mekanisme penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, buku ini juga mengupas tuntas 

hubungan keuangan pusat-daerah, termasuk sumber-sumber 

pendapatan daerah, perimbangan keuangan, serta aspek pengawasan 

dan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). 

Tidak ketinggalan, buku ini mengintegrasikan perkembangan 

terkini dalam hukum keuangan daerah pasca diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta berbagai 

putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Dengan demikian, buku 

ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang mutakhir dan aplikatif. 
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Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di 

bidang Hukum Keuangan Negara dan Daerah, serta bagi upaya 

bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang 

akuntabel, transparan, dan berkeadilan. 

 

Terima kasih. 

 

Tim Penulis 
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Pendahuluan 

Hukum keuangan negara dan daerah dari perspektif Hukum Tata 

Negara (HTN) memerlukan ketajaman analisis yang tidak hanya 

melihat angka sebagai instrumen akuntansi, melainkan sebagai 

perwujudan dari kebijakan hukum dan kedaulatan rakyat. Untuk bab 

ini yang bersifat pengantar, alur logika telah disusun secara deduktif: 

dimulai dari fondasi konseptual, legitimasi konstitusional, asas-asas 

pengarah, dinamika struktural (pusat-daerah), anatomi anggaran, 

siklus mekanis, dan ditutup dengan rezim pertanggungjawaban 

hukum. 

 

Istilah, Pengertian, dan Ruang Lingkup Keuangan Negara 

dan Daerah 

Mengawali pembahasan hukum keuangan negara dan daerah 

memerlukan ketegasan konseptual mengenai apa yang dimaksud 

dengan "keuangan" dalam ranah publik. Berbeda dengan keuangan 

privat yang berorientasi pada keuntungan maksimal (profit 

maximization), keuangan publik berakar pada pemenuhan fungsi 

pelayanan publik (public service) dan kesejahteraan sosial (welfare 

state). Dalam perspektif hukum tata negara, ruang lingkup hukum 

keuangan publik mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang 

dapat dinilai dengan uang, termasuk segala kebijakan, penguasaan, 

dan tindakan hukum dalam mengelola aset serta komitmen finansial, 

baik di tingkat pusat maupun di daerah dalam bingkai Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan batas tegas antara 

keuangan negara/daerah dan keuangan badan hukum privat dengan 

penyertaan modal negara terutama muncul pada BUMN/BUMD 

berbentuk persero, ketika negara masuk sebagai pemegang saham. 

Literatur yang tersedia lebih banyak menjelaskan konstruksi 

hukumnya dan problem yang timbul daripada memberi satu rumusan 

batas yang operasional.  

Konstruksi hukum keuangan negara dan kekayaan yang 

dipisahkan dapat dipetakan sebagai berikut: (1) keuangan negara 

sebagai domain publik dan privat: negara tidak hanya bertindak 

sebagai otoritas publik melalui APBN, tetapi juga dapat berperan 
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sebagai subjek hukum privat (badan hukum sui generis) ketika 

menanamkan modal pada persero (Ghinarahmatina, 2018), (2) 

definisi keuangan negara: UU Keuangan Negara memasukkan 

kekayaan negara/daerah yang dipisahkan sebagai bagian keuangan 

negara, termasuk yang menjadi penyertaan modal pada perusahaan 

negara/daerah (Ghinarahmatina, 2018). Jadi, secara normatif, 

kekayaan yang dipisahkan masih dikualifikasi sebagai keuangan 

negara. Konsekuensi pemisahan kekayaan negara untuk penyertaan 

modal dipahami sebagai “pelepasan sama sekali dari induknya” secara 

yuridis: kekayaan itu menjadi kekayaan persero/perum 

(Ghinarahmatina, 2018).  

Negara kemudian hanya berposisi sebagai pemegang saham, 

diwakili Menteri BUMN (Ghinarahmatina, 2018). Akibatnya dalam 

hukum publik, karena dikualifikasi sebagai keuangan negara, negara 

merasa berwenang memeriksa pengelolaannya di persero 

(Ghinarahmatina, 2018). Sedangkan akibatnya dalam hukum privat, 

negara dianggap telah menundukkan diri pada rezim perseroan; 

direksi dan komisaris adalah organ privat dan bukan penyelenggara 

negara (Ghinarahmatina, 2018). Ketegangan dua rezim ini 

menimbulkan keraguan direksi karena ancaman dikaitkan dengan 

kerugian keuangan negara dan tindak pidana korupsi 

(Ghinarahmatina, 2018; Karinda et al., 2022; Alfitra, 2015). Perbedaan 

pemahaman “keuangan negara” mempengaruhi batas kerugian 

negara dan ruang pemulihan aset, misalnya melalui pemulihan aset 

pelaku korupsi ataupun pemiskinan koruptor (Karinda et al., 2022; 

Alfitra, 2015). Hukum pidana berupaya mengembalikan kerugian 

keuangan negara lewat pemulihan aset (penyitaan, perampasan, uang 

pengganti), namun masih menghadapi banyak kendala normatif dan 

praktis (Karinda et al., 2022; Alfitra, 2015). Hukum positif Indonesia 

sekaligus mengakui kekayaan negara yang dipisahkan sebagai 

keuangan negara, tetapi dalam logika perseroan kekayaan tersebut 

telah menjadi kekayaan persero dan tunduk pada hukum privat.  

Batas pemisah yang “tegas” belum sepenuhnya terwujud; yang 

tampak adalah dualitas: negara sebagai pemilik keuangan publik dan 

sebagai pemegang saham privat, dengan konsekuensi tarik-menarik 

yurisdiksi dan risiko pidana bagi pengelola. Apakah perluasan makna 
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Fondasi Konseptual dan Konstitusional 

1. Pengantar dan landasan Filosofis Keuangan Negara 

Penyelenggaraan fungsi-fungsi negara mustahil berlangsung tanpa 

dukungan sumber daya keuangan yang memadai. Di balik setiap 

kebijakan publik mulai dari program pembangunan infrastruktur, 

penyelenggaraan pendidikan, hingga penyediaan perlindungan 

sosialberoperasi suatu tata kelola keuangan negara yang bersifat 

kompleks dan diatur oleh berlapis-lapis norma hukum. Sebagai 

salah satu cabang hukum publik, hukum keuangan negara 

mengatur secara menyeluruh seluruh tahapan pengelolaan 

keuangan negara, mulai dari perencanaan dan penganggaran, 

pelaksanaan, serta pelaporan, sampai pada tahap 

pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya keuangan 

tersebut. Untuk memahami hukum keuangan negara secara 

mendalam, mahasiswa perlu terlebih dahulu memahami mengapa 

negara berhak memungut pajak dari warga negaranya. Jawabannya 

bukan sekadar "karena negara punya kekuasaan," melainkan 

berakar pada doktrin kontrak sosial fiskal. Jean-Jacques Rousseau 

dalam Du Contrat Social (1762) mengemukakan bahwa individu-

individu dalam masyarakat menyerahkan sebagian kebebasan dan 

kekayaannya kepada negara sebagai representasi kehendak umum 

(volonté générale), dengan imbalan jaminan perlindungan, 

ketertiban, dan kesejahteraan bersama (Mulkan, Hasanal dan 

Serlika Aprita, 2023). Dalam konteks fiskal, doktrin ini bermakna 

bahwa penyerahan sebagian harta rakyat kepada negara dalam 

bentuk pajak dan pungutan lain harus diimbangi secara 

proporsional dengan kewajiban negara memberikan pelayanan 

publik yang berkualitas. Jimly Asshiddiqie memperkuat 

pemahaman ini dengan menegaskan bahwa prinsip 

konstitusionalisme modern, termasuk dalam bidang keuangan 

negara, pada hakikatnya menyangkut pembatasan kekuasaan: 

negara berhak memungut pajak, tetapi kekuasaan itu tidak tak 

terbatas dan harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada 

rakyat (Asshiddiqie, Jimly, 2020). 
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Dimensi filosofis ini kemudian bertemu dengan dimensi 

historis melalui perkembangan hak begrooting (hak anggaran) 

parlemen di Eropa. Hak ini lahir dari perjuangan panjang 

parlemen-parlemen Eropa untuk membatasi kekuasaan absolut 

raja dalam menentukan dan menggunakan kas negara. Magna 

Carta Inggris tahun 1215 menjadi tonggak awal pembatasan 

tersebut, yang menegaskan bahwa pemungutan pajak tidak boleh 

dilakukan tanpa persetujuan rakyat. Tradisi parlementer ini kelak 

menjiwai sistem hukum keuangan modern di berbagai negara, 

termasuk Indonesia, melalui prinsip bahwa anggaran negara harus 

mendapatkan persetujuan badan legislatif sebagai representasi 

rakyat (Soerja Atmadja, Arifin P, 2013).  

Secara normatif, landasan filosofis tersebut 

diinstitusionalisasikan dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam naskah asli UUD 

1945, Pasal 23 ayat (1) menegaskan bahwa anggaran pendapatan 

dan belanja negara setiap tahun harus ditetapkan dengan undang-

undang. Pasca Amandemen Ketiga tahun 2001, pengaturan ini 

mengalami perluasan yang sangat signifikan. Pasal 23 UUD 1945 

kemudian berkembang menjadi satu klaster yang terdiri atas lima 

pasal (Pasal 23 sampai dengan Pasal 23G) yang secara 

komprehensif mengatur mengenai keuangan negara, anggaran 

negara, perpajakan, kedudukan dan kewenangan bank sentral, 

Badan Pemeriksa Keuangan, serta berbagai aspek lain yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Perluasan ini 

mencerminkan kesadaran konstitusional bahwa tata kelola 

keuangan negara yang baik merupakan prasyarat bagi 

terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan bertanggung 

jawab. 

 

2. Batasan Doktrinal dan Cakupan Yuridis Keuangan Negara 

Memahami keuangan negara secara yuridis mengharuskan kita 

terlebih dahulu memetakan cakupan dan batas-batasnya dengan 

tepat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara memberikan definisi yang komprehensif: keuangan negara 

adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan 
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Pendahuluan 

Keuangan negara bukan sekadar soal angka atau arus kas 

pemerintahan. Ia adalah cerminan dari cara suatu negara mengelola 

kepercayaan rakyatnya. Dalam kerangka negara hukum yang 

demokratis, setiap rupiah yang masuk dan keluar dari kas negara 

harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara teknis 

administratif, tetapi juga secara moral dan konstitusional. Di sinilah 

asas-asas pengelolaan keuangan negara menemukan relevansinya: 

sebagai fondasi normatif yang menjamin bahwa sumber daya fiskal 

negara dikelola secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada 

kesejahteraan publik (Saidi, 2012, hlm. 23; Arbani, 2019, hlm. 95). 

Indonesia telah membangun arsitektur hukum keuangan negara 

yang relatif komprehensif melalui tiga undang-undang utama, yaitu 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Ketiganya hadir sebagai bagian dari agenda reformasi tata kelola fiskal 

pasca reformasi yang menuntut sistem penganggaran yang lebih 

modern, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

publik (Halim & Kusufi, 2012, hlm. 3). Bab ini menguraikan asas-asas 

umum pengelolaan keuangan negara dari perspektif hukum. 

Pembahasannya mencakup pengertian dan ruang lingkup keuangan 

negara, penjabaran masing-masing asas beserta dasar hukum dan 

implikasinya, keterkaitan antar asas dalam satu sistem yang utuh, 

serta tantangan implementasi yang masih dihadapi. Penguasaan 

terhadap materi ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa hukum 

dalam memahami logika normatif di balik setiap kebijakan fiskal 

negara (Marzuki, 2017, hlm. 11). 

 

Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara 

Mendefinisikan keuangan negara bukan perkara sederhana. Secara 

yuridis, pengertian ini dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang mencakup seluruh hak dan 

kewajiban negara yang dapat diukur dengan nilai uang, termasuk di 

dalamnya segala bentuk kekayaan yang timbul sebagai akibat dari 
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pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Definisi ini sengaja 

dirancang luas agar tidak ada celah yang memungkinkan keuangan 

negara dikelola di luar jangkauan hukum (Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003, Pasal 1 angka 1; Saidi, 2012, hlm. 15). 

Adapun cakupan keuangan negara menurut Pasal 2 undang-

undang yang sama meliputi berbagai dimensi fiskal, di antaranya: hak 

pemungutan pajak dan penerbitan uang; kewajiban pembayaran 

kepada pihak ketiga; seluruh penerimaan dan pengeluaran, baik di 

tingkat pusat maupun daerah; kekayaan negara yang dikelola sendiri 

maupun melalui pihak lain; serta kekayaan pihak swasta yang timbul 

dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Rumusan ini 

menegaskan bahwa siapa pun yang memegang atau mengelola uang 

negara terlepas dari status kelembagaannya, tunduk pada rezim 

hukum keuangan negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, 

Pasal 2; Indra Bastian, 2010, hlm. 44). 

Yang perlu dipahami lebih dalam adalah bahwa keuangan negara 

bukan sekadar persoalan teknis perbendaharaan. Ia memiliki dimensi 

hukum publik yang kuat, di mana setiap keputusan penganggaran 

menyentuh hak-hak dasar warga negara. Konstitusi kita melalui Pasal 

23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 secara tegas mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan 

negara harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, 

dengan tujuan akhir yang tidak lain adalah kemakmuran seluruh 

rakyat Indonesia (Asshiddiqie, 2010, hlm. 412; UUD NRI 1945, Pasal 

23 ayat (1)). 

 

Klasifikasi Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 meletakkan sejumlah 

asas yang wajib menjadi panduan dalam setiap siklus pengelolaan 

keuangan negara. Jika dicermati, asas-asas tersebut dapat dibagi 

menjadi dua kelompok: kelompok pertama merupakan warisan dari 

tradisi penganggaran yang sudah lama berlaku dan terbukti efektif; 

sementara kelompok kedua adalah asas-asas yang lahir dari 

kebutuhan reformasi, mencerminkan paradigma baru dalam tata 

kelola fiskal yang lebih berorientasi pada kinerja dan akuntabilitas 

(Indra Bastian, 2010, hlm. 47; Muhajir, 2019, hlm. 3). 
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Konstruksi Konstitusional Keuangan Negara 
Secara filosofis, arsitektur pengelolaan keuangan negara dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUDNRI 1945) bukanlah sekadar urusan teknis-akuntansi 

pembukuan kas, melainkan manifestasi langsung dari kedaulatan 

rakyat di bidang ekonomi dan fiskal. Konsep kedaulatan ini bermula 

dari prinsip dasar bahwa setiap sen kekayaan rakyat yang ditarik oleh 

negara terutama melalui instrumen pajak, mutlak memerlukan 

persetujuan dari rakyat itu sendiri melalui representasinya di 

parlemen (no taxation without representation).  

Jimly Asshiddiqie dalam Konstitusi Ekonomi, menegaskan bahwa 

landasan filosofis Pasal 23 UUDNRI 1945 mendudukkan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud nyata dari 

kedaulatan rakyat, dimana kedaulatan politik harus berjalan linier 

dengan kedaulatan atas sumber daya ekonomi bangsa. Dengan 

demikian, penguasaan negara atas kekayaan tidak lahir dari hak 

prerogatif penguasa yang absolut, melainkan dari mandat konsensus 

rakyat yang dilembagakan melalui instrumen hukum (Asshiddiqie, 

2010). Lebih jauh, landasan filosofis ini tidak hanya berhenti pada 

legitimasi penghimpunan, tetapi juga mengikat secara mutlak pada 

dimensi penggunaan keuangan negara. Jika penarikan dana dari 

rakyat dibenarkan oleh persetujuan politik (hukum pajak), maka 

pengeluarannya harus dibenarkan oleh tujuan bernegara (hukum 

belanja). Arifin P. Soeria Atmadja, salah satu begawan Hukum 

Keuangan Negara Indonesia, mengingatkan bahwa penggunaan 

keuangan negara terikat pada public purpose doctrine (doktrin tujuan 

publik) dan bermuara pada paradigma welfare state (negara 

kesejahteraan) sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat 

Pembukaan UUD 1945 (Atmadja, 2009). Artinya, pengeluaran negara 

bukanlah ruang hampa tempat eksekutif dapat melakukan diskresi 

secara bebas (vrij bestuursrecht), melainkan sebuah kewajiban 

teleologis (bertujuan) untuk mewujudkan sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Pemisahan antara hak menghimpun dan 

kewajiban membelanjakan untuk kesejahteraan inilah yang pada 

akhirnya menuntut hadirnya desain tata kelola dan pendelegasian 

kekuasaan yang ketat dalam tubuh pemerintahan. Menggali akar 

historisnya, tata kelola keuangan negara di Indonesia sejatinya lahir 
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dari dialektika dan perlawanan panjang terhadap rezim hukum 

kolonial. Selama masa penjajahan, sistem perbendaharaan 

dikendalikan penuh melalui Indische Comptabiliteitswet (ICW) 

Staatsblad 1925 Nomor 448.  

Dalam konstruksi hukum kolonial tersebut, negara tidak 

diposisikan sebagai entitas pelayan publik, melainkan beroperasi 

layaknya sebuah korporasi raksasa yang bertujuan memaksimalisasi 

surplus ekonomi (batig slot) di tanah jajahan untuk disetorkan ke 

perbendaharaan negeri induk (Belanda). M. Djafar Saidi dalam analisis 

hukum keuangannya mencatat bahwa sistem kompatibilitas ini 

menempatkan Gubernur Jenderal sebagai pemegang otoritas fiskal 

yang nyaris absolut di Hindia Belanda, dengan garis 

pertanggungjawaban yang ditarik secara eksklusif ke Mahkota 

Belanda. Volksraad (Dewan Rakyat) pada masa itu memang ada, 

namun direduksi sekadar menjadi ornamen administratif tanpa 

memiliki instrumen pengawasan yang riil terhadap anggaran. 

Akibatnya, hukum keuangan kolonial murni menjadi instrumen 

penaklukan dan ekstraksi kekayaan, sangat jauh dari prinsip 

representasi (Saidi, 2011). Memahami watak eksploitatif dari rezim 

kolonial tersebut, para founding fathers merumuskan konsep 

keuangan negara dalam UUD 1945 sebagai sebuah antitesis yang 

revolusioner. Dalam berbagai risalah perdebatan di BPUPKI, tokoh-

tokoh seperti Mohammad Hatta secara tegas menghendaki 

pergeseran paradigma ketatanegaraan, membuang model 

nachtwakerstaat (negara penjaga malam) ala kolonial yang hanya 

melindungi kepentingan modal kapitalis, menuju verzorgingsstaat 

atau negara kesejahteraan. RM. A.B. Kusuma, yang menelusuri naskah 

otentik persiapan kemerdekaan, memperlihatkan bahwa perdebatan 

mengenai ekonomi dan keuangan saat itu berpusat pada upaya 

rekonstruksi kedaulatan: kekayaan nusantara yang selama ratusan 

tahun dikelola oleh segelintir elit kolonial, harus dikembalikan hak 

kelolanya ke tangan rakyat Indonesia (Kusuma, 2004). Oleh karena 

itu, perumusan ketentuan mengenai keuangan negara dalam 

konstitusi pada hakikatnya adalah sebuah deklarasi kemerdekaan 

fiskal. Pengesahan Pasal 23 UUD 1945 bertindak sebagai palu godam 

yang meruntuhkan logika sentralisasi keuangan warisan ICW 

tersebut.  
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Doktrin Hukum Tata Negara Dalam Perencanaan Anggaran: 

Menyelaraskan RKP Dengan Visi Konstitusi 

Siklus APBN pada fase perencanaan dan penganggaran adalah hulu 

dari seluruh legalitas tindakan pemerintah, di mana politik hukum 

bermutasi menjadi angka-angka fiscal, dalam rangka menghubungkan 

cita-cita konstitusional dengan realitas fiskal memerlukan jembatan 

hukum yang kokoh. Tahapan perencanaan anggaran bukan sekadar 

rutinitas teknokratis tahunan, melainkan pengejawantahan dari Pasal 

23 ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa APBN harus 

ditetapkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

Di sinilah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bertindak sebagai 

penerjemah visi strategis jangka menengah negara ke dalam koridor 

hukum keuangan. Sebagai dokumen perencanaan, RKP mengikat 

secara hukum (legally binding) seluruh elemen eksekutif untuk 

memastikan bahwa setiap rupiah yang dirancang tidak melenceng 

dari haluan pembangunan nasional yang demokratis dan berkeadilan. 

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dokumen perencanaan 

pembangunan berjenjang: visi konstitusi → GBHN/Propenas (sebelum 

dihapus) → RPJM → RKP → APBN. Pertanyaan keabsahan RKP ketika 

target RPJMN tidak “nyambung” dengan kemampuan fiskal tahunan 

menyentuh isu hierarki norma, kewenangan, dan orientasi “sebesar-

besar kemakmuran rakyat”. UUD 1945 menegaskan kewajiban negara 

mengelola sumber daya alam “untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat” dan melindungi seluruh bangsa. GBHN (sebelum dihapus) 

menjadi dasar operasional, dijabarkan dalam Propenas lima tahunan, 

lalu dalam rencana tahunan yang memuat APBN. RKP sebagai rencana 

kerja tahunan adalah turunan dari rencana lima tahunan 

(RPJM/Propenas) dan harus konsisten dengan arah kebijakan 

tersebut. 
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Tabel 5.1: Keterkaitan Rencana Tahunan dan Anggaran Dari Visi 

Ke Anggaran 

Tingkat Dokumen Fungsi Utama Keterkaitan Fiskal 

UUD 1945 Dasar konstitusional 

tujuan pembangunan 

Prinsip “kemakmuran 

rakyat” & penguasaan 

negara atas SDA 

GBHN/Propenas Arah kebijakan 5 

tahunan 

Jadi acuan kebijakan rinci 

& prioritas 

Rencana tahunan 

(RKP/Repeta) 

Rincian program + 

memuat APBN 

Menjabarkan kebijakan 

dalam batas kemampuan 

anggaran nyata 

Sumber: Diolah Penulis.  

 

Rencana pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam program 

tahunan yang sudah terikat oleh APBN; artinya, realisasi program 

harus menyesuaikan kapasitas anggaran tahunan, bukan sebaliknya. 

Prinsip penilaian keabsahan dalam perspektif hukum tata negara 

dapat dilihat berdasarkan Konsistensi dengan norma lebih tinggi. 

Selama RKP tetap berorientasi pada kemakmuran rakyat dan 

pelestarian lingkungan sebagaimana mandat UUD 1945, serta menjadi 

penjabaran operasional dari arah kebijakan yang lebih tinggi 

(GBHN/Propenas/RPJM), maka perbedaan antara target jangka 

menengah dan realitas fiskal tahunan cenderung dinilai sebagai 

masalah kebijakan dan prioritas anggaran, bukan otomatis cacat 

keabsahan. Namun demikian dalam praktik, kebijakan pembangunan 

sering dikoreksi oleh pertimbangan ekonomi dan fiskal, sementara 

tujuan normatif (misalnya kualitas lingkungan) sering “kalah” oleh 

pertimbangan ekonomi. Ini mengisyaratkan bahwa hukum memberi 

ruang penyesuaian implementasi, sepanjang tidak menyimpang dari 

prinsip dasar dan tidak melanggar kewenangan atau prosedur 

pembentukan peraturan. Jika diskrepansi membuat RKP 

mengabaikan kewajiban konstitusional (misalnya melanggar prinsip 

keberlanjutan lingkungan atau kemakmuran rakyat), atau 

bertentangan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan lembaga 
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Pengantar 

Jika Bab 5 sebelumnya berdiskusi tentang "dapur" perancangan di 

ranah eksekutif, maka Bab 6 ini adalah hulu dari legalitas formal APBN 

momen krusial di mana dokumen politik-ekonomi bertransformasi 

menjadi norma hukum yang mengikat (wet dalam arti materiil). 

Tahapan Penetapan dan Pengesahan adalah panggung utama dari 

doktrin checks and balances serta pengujian sejati atas Hak Budget 

yang dimiliki oleh legislatif. Bab ini disusun dengan logika hukum yang 

runtut: mulai dari proses kontestasi legislasi, mitigasi hukum jika 

terjadi kebuntuan (deadlock), hingga formalisasi administratif-yuridis 

sebagai dasar eksekusi anggaran. 

 

Dinamika Hukum Hubungan Antarlembaga: Hak Budget 

DPR dan Batas Konstitusional Pembahasan RAPBN 

Tahapan pembahasan RAPBN di parlemen merupakan perwujudan 

dari asas kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan melalui Hak 

Budget Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana diatur dalam 

Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Di titik ini, hukum tata negara menguji 

sejauh mana fungsi legislasi dan pengawasan DPR dapat 

mengintervensi postur fiskal yang diajukan oleh eksekutif. Proses ini 

bukan sekadar forum tawar-menawar politik, melainkan proses 

hukum formal yang harus tunduk pada batasan-batasan 

konstitusional. Keseimbangan kekuasaan harus dijaga ketat agar 

dominasi parlemen (parliamentary supremacy) tidak melumpuhkan 

hak prerogatif Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, dan 

sebaliknya. Kewenangan DPR Mengubah RAPBN dalam Kerangka 

Pemisahan Kekuasaan, tentu menghasilkan pertanyaan tentang batas 

DPR dalam mengubah RAPBN berkaitan dengan bagaimana “power of 

the purse” dibagi antara eksekutif dan legislatif, serta bagaimana 

pemisahan kekuasaan dijaga lewat aturan konstitusional dan praktik 

anggaran.  

Studi komparatif atas 28 negara menunjukkan ada variasi besar 

dalam kewenangan amandemen legislatif: dari hanya boleh 

mengurangi/mencoret pos, sampai boleh menambah/mengalihkan 

pos anggaran. Besarnya kewenangan ini sangat ditentukan oleh 
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konstitusi dan undang-undang organik masing-masing negara 

(Perelles et al., 2020; Yusupov, 2021; Price, 2018). Di beberapa model 

“executive budget” seperti Maryland, legislatif hanya boleh 

mengurangi atau mencoret item, dilarang menambah atau menaikkan 

kecuali untuk anggaran legislatif dan yudikatif sendiri; penambahan 

baru hanya boleh melalui “supplementary appropriation bills” yang 

lebih ketat prosedurnya (Price, 2018).  

Indeks kelembagaan menunjukkan power of the purse adalah 

elemen tersendiri yang bisa kuat atau lemah tanpa mengubah bentuk 

pemerintahannya; di banyak sistem Westminster legislatif secara 

formal lemah dalam mengubah anggaran (Yusupov, 2021; Perelles et 

al., 2020). Hubungan budget eksekutif–legislatif tidak berbanding 

lurus dengan derajat pemisahan kekuasaan: negara dengan bentuk 

pemerintahan sama bisa punya pola kewenangan anggaran legislatif 

yang sangat berbeda, karena dipengaruhi aturan amandemen, hak 

veto, fleksibilitas eksekutif dalam pelaksanaan, dan aturan status quo 

bila anggaran tidak disahkan (Perelles et al., 2020; Yusupov, 2021; 

Ekpu & Iweoha, 2017). Dalam beberapa sistem presidensial Latin 

Amerika, hasil akhir belanja sangat dipengaruhi kekuatan formal 

presiden terhadap RAPBN dan derajat divergensi ideologi; di 

konfigurasi tertentu, mayoritas legislatif cukup mampu menentukan 

pola belanja, di konfigurasi lain presiden dominan (Lienert, 2005). 

Mekanisme yudisial berfungsi sebagai penjaga pemisahan kekuasaan 

dalam proses anggaran: pengadilan menguji kejelasan pembagian 

wewenang, menyelesaikan sengketa antara organ eksekutif dan 

perwakilan, dan mendorong pengaturan normatif yang tegas atas 

kewenangan tiap aktor dalam proses anggaran (Wehner, 2006). Di 

berbagai negara, masalah utama bukan hanya batas normatif, tetapi 

defisit kapasitas teknis DPR, asimetri informasi, dan rendahnya 

transparansi RAPBN, yang membuat dominasi eksekutif praktis tetap 

kuat walau ada hak amandemen, termasuk saat diperkenalkan skema 

“anggaran impositif” (amandemen yang wajib dieksekusi) (Perelles et 

al., 2020; Makanya, 2021; Schibber, 2024). Reformasi seperti 

amandemen anggaran wajib individu di Brasil (EC 86/2015) 

mengurangi diskresi eksekutif dalam pelaksanaan amandemen, tetapi 

tetap menyisakan ruang kontrol eksekutif melalui definisi “hambatan 

teknis” pelaksanaan (Debel, 1922).  
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Hukum Pendapatan Negara  
Hukum pendapatan negara di Indonesia diatur utamanya melalui UU 

No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mencakup hak 

negara memungut pajak, PNBP, dan hibah. Pendapatan negara wajib 

masuk APBN untuk mendanai pembangunan. Dokumen hukum terkait 

dapat diakses melalui JDIH Kemenkeu atau repositori akademik.  

Dasar hukum utama pendapatan negara: (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 23A sampai 

dengan Pasal 23E yang membahas keuangan negara termasuk 

ketentuan perpajakan; (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara yang menjelaskan kewenangan negara 

dalam pemungutan pajak, penerbitan dan peredaran uang, serta 

pengelolaan pinjaman; (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur tata kelola anggaran 

pendapatan dan belanja negara; serta (4) Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara yang berfokus pada mekanisme 

pertanggungjawaban atas pengelolaan pendapatan negara.  

Komponen pendapatan negara (APBN): Pajak, penyumbang terbesar, 

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak): kontribusi signifikan selain 

pajak, Hibah: Penerimaan negara dalam bentuk 

devisa/rupiah/barang.  

 

Pendapatan Negara  
Menurut Mardiasmo (2018), pendapatan negara diartikan sebagai 

seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah guna memenuhi 

kebutuhan penyelenggaraan negara serta mendukung proses 

pembangunan nasional. Penerimaan tersebut mencakup berbagai 

sumber, seperti pajak, retribusi, laba badan usaha milik negara, denda, 

hingga kontribusi masyarakat dan sumber lainnya. Dengan demikian, 

sumber pendapatan negara dapat berasal dari sektor perpajakan 

maupun penerimaan di luar pajak. Pajak merupakan kewajiban yang 

harus dibayarkan masyarakat kepada negara sesuai ketentuan hukum 

yang berlaku, bersifat mengikat, tidak disertai pemberian balas jasa 

secara langsung, dan digunakan untuk membiayai berbagai 

kebutuhan serta kepentingan umum negara. 
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Gambar 7.1: Diagram Pendapatan Negara  

Sumber: Diolah Penulis.  

 

Dana yang berasal dari penerimaan pajak digunakan pemerintah 

untuk membiayai berbagai keperluan dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. Pada 

berbagai negara yang telah berkembang, pajak merupakan sumber 

utama penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah. Anggaran tersebut dimanfaatkan bukan hanya untuk 

menunjang kegiatan administrasi pemerintahan, melainkan juga 

untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang. Pembiayaan 

tersebut meliputi pembayaran gaji aparatur negara, penyediaan 

layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, kebutuhan 

pertahanan negara, serta pembangunan sarana dan prasarana publik 

yang memiliki peranan penting bagi masyarakat. Pengeluaran 

pemerintah dalam berbagai bidang tersebut turut mendorong 

peningkatan permintaan agregat sehingga aktivitas perekonomian 

nasional dapat berkembang lebih baik. 

 

Sumber-Sumber Pendapatan Negara  

Menurut Adrian Sutedi (2012), secara umum penerimaan negara 

terbagi ke dalam dua kelompok utama, yakni pendapatan yang berasal 

dari sektor perpajakan dan pendapatan di luar pajak. Kedua jenis 



Hukum Pendapatan Negara 

 

169 Rasyid Tarmizi 

Daftar Pustaka 

Akil, N. (2016). Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Anggaran 
Belanja Modal Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
Makassar II. 46–58. 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). 
Penyimpangan Anggaran Naik. 
https://www.bpk.go.id/news/penyimpangan-anggaran-naik. 

Direktorat Jenderal Keuangan. (2014). Postur APBN Indonesia. In 
Purwiyanto & K. W. D. Nugraha (Eds.), Sustainability (Switzerland) 
(Vol. 11, Issue 1). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  

Druke, H. (2007). Can E-Government Make Public Governance More 
Accountable? In A. Shah, Public Sector Governance And 
Accountability Series: Performance Accountability And Combating 
Corruption (pp. 59-87). Washington: The World Bank. 

Dye, K. M. (2007). Corruption and Fraud Detection by Supreme Audit 
Institutions. In A. Shah, Public Sector Governance And Accountability 
Series: Performance Accountability And Combating Corruption (pp. 
303-321). Washington: The World Bank. 

Kementerian Keuangan. (2018). Ujian Dinas Tingkat I Kementerian 
Keuangan: Pengelolaan Keuangan Negara. Jakarta: Tim Pusdiklat 
Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi 
Offset. 

Mumpuni, M. (2014). Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara. 
Jakarta: STAN Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 

Musgrave, Richard A. (1959). The Theory of Public Finance: A Study in 
Public Economy. New York: McGraw-Hill. 

Peters, B. G. (2007). Performance-Based Accountability. In A. Shah, 
Public Sector Governance And Accountability Series: Performance 
Accountability And Combating Corruption (pp. 15-32). Washington: 
The World Bank.  

Shah, A., Shah, S. (2006). The New Vision of Local Governance And The 
Evolving Roles of Local Governments. In A. Shah, Public Sector 
Governance And Accountability Series: Local Governance In 
Developing Countries (pp. 1-46). Washington: The World Bank. 

Siahaan, Marihot Pahala. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Jakarta: Rajawali Pers.  

Sutedi, Adrian. (2012). Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar 
Grafika.  

https://www.bpk.go.id/news/penyimpangan-anggaran-naik


Hukum Pendapatan Negara 
 

 

170 Rasyid Tarmizi 

PROFIL PENULIS  
Dr. H. Rasyid Tarmizi, S.H., S.E., M.M. 
Buku ini adalah buku yang kedua puluh 

empat saya tulis bersama dengan TIM 

penulis buku Ekonomi dan Hukum pada 

Penerbit Sada Pustaka Tahun dari 2023-

2026, sedangkan buku pertama saya   adalah 

Buku Manajemen Ritel yang diterbitkan oleh 

Yayasan Nirwana Nusantara pada Tahun 

2019. Saya Rasyid Tarmizi  Lulus S1 Fakultas 

Ekonomi (FEB) Universitas Muhammadiyah 

Jakarta dan menyelesaikan Program Studi Magister Manajemen S2 di 

Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Tarumanegara Jakarta 

menyelesaikan   pendidikan Program Doktor S3 pada Fakultas 

Ekonomi (FEB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) 

Jakarta. Menyelesaikan S1 Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu 

Hukum (STIH) Gunung Jati Tangerang, saat ini sedang menempuh 

studi lanjut Magister Ilmu Hukum (S2) pada Fakultas Hukum 

Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jakarta. 

Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Raharja 

Tangerang sejak April 2004 hingga sekarang, mengampu Mata Kuliah 

Perpajakan, Pemeriksaan Akuntansi, Pasar Modal dan Manajemen 

Ritel. Aktif menulis di beberapa Jurnal Nasional dan Internasional dan 

juga menjadi Narasumber Pembicara di seminar-seminar, Lembaga 

Pendidikan serta Perguruan Tinggi tentang Perpajakan dan 

Perbankan Syariah. Menjadi Direktur Keuangan di PT. Salju Rubber 

Industri tahun 2000 sd 2006 dan Saat ini  masih menjadi Auditor di 

beberapa perusahaan dan Konsultan Pajak, Direktur Operasional di 

PT. Harapan Permai Indonesia sejak 2015 hingga sekarang serta 

sebagai Auditor dan Legal  di PT. Sahid Putra Harapan perusahaan 

bergerak dibidang Properti sejak 2016 hingga sekarang. 

 

Email Penulis: rasyid@raharja.info.  

 

mailto:rasyid@raharja.info


Hukum Belanja Negara 

 

171 Aini Rahmania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 8  
HUKUM BELANJA 

NEGARA 
 

 

 

 

Aini Rahmania, S.H., M.H.  

Universitas Islam Negeri Salatiga  

 

 

 

 

 

 

s 

 

 



Hukum Belanja Negara 
 

 

172 Aini Rahmania 

Pengertian Hukum Belanja Negara  

Konsep negara hukum merupakan landasan fundamental dalam 

penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam perspektif 

negara hukum, seluruh tindakan dan kebijakan pemerintah wajib 

berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta diarahkan 

untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara (Jimly 

Asshiddiqie, 2010). Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 1 ayat 

(3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan atas hukum. Implikasi dari prinsip tersebut menuntut 

agar setiap bentuk pengelolaan sumber daya negara, termasuk 

pengelolaan keuangan negara, dilaksanakan berdasarkan asas 

legalitas, memiliki legitimasi konstitusional, serta dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi negara.  

Sistem penganggaran yang efektif harus mampu menjalankan tiga 

fungsi pokok, yakni menjaga stabilitas fiskal secara menyeluruh, 

mengarahkan alokasi sumber daya berdasarkan prioritas strategis 

pemerintah, serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan 

pelayanan kepada masyarakat (Mutiara Indryanti dkk, 2026). Ketiga 

fungsi tersebut, dalam konteks sistem hukum di Indonesia, memiliki 

landasan konstitusional melalui ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) 

UUD 1945 menegaskan bahwa tata kelola keuangan negara wajib 

dilaksanakan secara akuntabel dengan tujuan utama mencapai 

kesejahteraan masyarakat secara optimal. Hukum belanja negara 

merupakan bagian dari hukum keuangan negara yang mengatur 

mengenai kewenangan, prosedur, pelaksanaan, pengawasan, dan 

pertanggungjawaban pengeluaran negara dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia, belanja negara tidak hanya 

dipahami sebagai aktivitas administratif berupa pengeluaran uang 

negara, tetapi juga sebagai instrumen hukum dan kebijakan publik 

Sebagai upaya merealisasikan tujuan nasional yang telah ditegaskan 

dalam Pembukaan UUD 1945. Belanja negara dapat diartikan sebagai 

seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat 

dan berdampak pada menurunnya jumlah kekayaan bersih negara, 

yang dilakukan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan 
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serta pelaksanaan pembangunan nasional. Pengertian tersebut 

tercantum dalam Pasal 1 angka 14 UU 17/2003 yang menegaskan 

bahwa setiap pengeluaran negara yang dilakukan pemerintah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, 

pelayanan publik, maupun pelaksanaan fungsi negara lainnya 

termasuk ke dalam kategori belanja negara. 

Dalam perspektif hukum keuangan negara, belanja negara tidak 

hanya dipahami sebagai aktivitas pengeluaran anggaran semata, 

melainkan juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tujuan 

negara sesuai dengan amanat UUD 1945. Oleh karena itu, 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 17/2003 bahwa 

Setiap pengelolaan belanja negara harus direncanakan, dilaksanakan, 

serta dipertanggungjawabkan secara tertib dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, 

pelaksanaan anggaran negara harus berlandaskan pada prinsip 

efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, serta akuntabilitas, 

dengan tetap menjunjung nilai keadilan dan kepatutan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada 

masyarakat. Dalam praktiknya, hukum belanja negara mencakup 

berbagai aspek, antara lain (moenteiro, 2019): (1) perencanaan 

anggaran negara, (2) pengalokasian belanja negara, (3) pelaksanaan 

anggaran, (4) pengadaan barang dan jasa pemerintah, (5) pengawasan 

dan audit keuangan negara, (6) pertanggungjawaban penggunaan 

APBN.  Pengeluaran negara terbagi ke dalam dua kategori utama, 

yakni belanja pemerintah pusat dan transfer kepada pemerintah 

daerah (Bastian, 2019). Belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk 

pembiayaan kementerian/lembaga beserta berbagai program 

strategis berskala nasional, sementara transfer ke daerah diarahkan 

untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah serta 

mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nasional. 

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengelolaan belanja 

negara merupakan bentuk penggunaan kewenangan pemerintah yang 

harus dijalankan berdasarkan prinsip good governance (Soekarwo, 

2003).  

Oleh karena itu, Ketidaksesuaian dalam pemanfaatan anggaran 

negara dapat menimbulkan akibat hukum, baik dalam ranah 
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Pengertian dan Dasar Hukum Barang Milik Negara 
Terminologi Barang Milik Negara (BMN) merupakan konsep 

fundamental dalam ranah hukum administrasi negara dan hukum 

keuangan publik. Secara doktrinal, istilah ini merujuk pada 

keseluruhan harta kekayaan yang berada di bawah penguasaan 

yuridis negara sebagai akibat langsung dari pelaksanaan fungsi 

pemerintahan serta penyelenggaraan administrasi keuangan negara. 

Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, BMN mengemban 

peran konstitusional yang signifikan guna menopang 

penyelenggaraan fungsi eksekutif, optimalisasi pelayanan publik, 

serta percepatan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan 

oleh konstitusi (Labuhane, dkk., 2025). 

 Secara normatif, definisi otoritatif BMN ditemukan dalam 

ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, yang secara eksplisit menetapkan bahwa 

BMN mencakup seluruh barang yang diperoleh melalui pembebanan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun perolehan 

lain yang diakui keabsahannya oleh hukum. Perolehan yang 

dikategorikan sah meliputi penerimaan melalui hibah atau 

sumbangan yang setara, pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang 

mengikat secara hukum, penetapan berdasarkan amanat undang-

undang, serta pengalihan kepemilikan berdasarkan putusan lembaga 

peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van 

gewijsde) (Taswin, 2024). Rumusan tersebut selanjutnya ditegaskan 

kembali melalui Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 

sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Ketentuan ini menegaskan bahwa 

asal-usul perolehan merupakan unsur konstitutif yang menentukan 

status yuridis suatu benda sebagai BMN, sehingga akuntabilitas 

yuridis dan administratif atas setiap aset negara dapat ditegakkan 

secara konsisten (Ramdany, 2021). Kerangka regulasi yang 

membentuk arsitektur hukum pengelolaan BMN di Indonesia bersifat 

berlapis (multilayer), mencakup instrumen perundang-undangan dari 

tingkat undang-undang hingga peraturan menteri teknis. Beberapa 

instrumen normatif utama yang membentuk konstruksi hukum 

dimaksud antara lain: 
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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 

yang meletakkan fondasi konstitusional bagi penyelenggaraan 

keuangan negara secara menyeluruh. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan 

Negara, sebagai instrumen hukum yang mengatur pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan negara beserta aset-asetnya. 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP), yang menggantikan UU Nomor 20 Tahun 

1997 dan mengatur mekanisme penerimaan negara di luar sektor 

perpajakan. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 

Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 

sebagai instrumen regulasi primer yang menjabarkan tata kelola 

BMN secara komprehensif. 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang 

Penggunaan BMN, 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang 

Pemanfaatan BMN, 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 Tentang 

Pemusnahan dan Penghapusan BMN, 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang 

Penatausahaan BMN. Berbagai peraturan teknis ini merupakan 

instrumen operasional yang menjabarkan secara rinci mekanisme 

pelaksanaan setiap tahapan pengelolaan BMN (Labuhane, dkk., 

2025) (Amiri, 2015).  

 

Perolehan Barang Milik Negara 
Berdasarkan kerangka normatif Pasal 1 angka 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, perolehan BMN bertumpu pada 

dua jalur utama yang diakui secara yuridis: pembiayaan melalui 

mekanisme APBN serta perolehan melalui instrumen hukum lain yang 

diakui keabsahannya. Konstruksi hukum ini mengandung implikasi 

konstitusional yang signifikan, yakni bahwa setiap aset yang berada 

dalam penguasaan pemerintah pusat mutlak memiliki dasar 

perolehan yang jelas, dapat diverifikasi secara administratif, dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis (Labuhane, 2025). Aset 

negara yang bersumber dari APBN diperoleh melalui mekanisme 
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Pengertian dan Dasar Hukum Badan Layanan Umum 

Sebagai bagian dari reformasi pengelolaan keuangan negara, 

pemerintah memperkenalkan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai 

suatu model kelembagaan yang dirancang untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. Kehadiran BLU dilatarbelakangi oleh 

kebutuhan akan sistem pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel 

bagi instansi pemerintah tertentu yang secara langsung memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Fleksibilitas tersebut dianggap penting 

karena karakteristik pelayanan publik sering kali membutuhkan 

kecepatan, efisiensi, dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap 

kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Waluyo, 2010; 

Muhammadong, 2018).  

Secara normatif, Badan Layanan Umum memperoleh dasar 

hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 68 undang-undang tersebut 

dinyatakan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan 

fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat 

menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel. Ketentuan 

tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 (UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005). 

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005, Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan 

pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual 

tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan dalam melakukan 

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

Definisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama BLU adalah 

pelayanan publik, bukan pencarian laba sebagaimana badan usaha 

pada umumnya (PP No. 23 Tahun 2005; Rongiyati, 2011). Dari definisi 

tersebut dapat dipahami bahwa BLU merupakan instrumen yang 

digunakan pemerintah untuk menjembatani kebutuhan pelayanan 

publik yang efektif dengan tuntutan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan negara. Dalam perspektif administrasi publik, model seperti 

ini berkembang seiring munculnya gagasan New Public Management 
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yang mendorong sektor publik mengadopsi prinsip-prinsip 

manajemen modern guna meningkatkan kualitas layanan kepada 

masyarakat (Hood, 1991; Muhammadong, 2018).  

Salah satu karakteristik utama BLU adalah adanya fleksibilitas 

dalam pengelolaan keuangan. Fleksibilitas tersebut memungkinkan 

instansi yang menerapkan pola BLU menggunakan pendapatan yang 

diperoleh dari layanan untuk mendukung peningkatan kualitas 

pelayanan tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang panjang. 

Meskipun demikian, penggunaan dana tersebut tetap harus dilakukan 

sesuai prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan 

negara (Rongiyati, 2011; Waluyo, 2010). Dalam praktiknya, pola 

pengelolaan keuangan BLU diterapkan pada berbagai sektor 

pelayanan publik, antara lain rumah sakit pemerintah, perguruan 

tinggi negeri, lembaga penelitian, balai pelatihan, dan unit pelayanan 

teknis lainnya. Penerapan pola BLU pada berbagai sektor tersebut 

menunjukkan bahwa negara berupaya menciptakan sistem 

pengelolaan keuangan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan 

masyarakat tanpa mengurangi fungsi pengawasan terhadap 

penggunaan keuangan negara (PP No. 23 Tahun 2005; Kementerian 

Keuangan RI, 2024). Keberadaan BLU juga menunjukkan adanya 

perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan negara. Jika 

sebelumnya keberhasilan suatu instansi lebih banyak diukur dari 

kepatuhan terhadap prosedur administrasi, maka melalui pola BLU 

penilaian kinerja mulai diarahkan pada pencapaian hasil dan kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, 

aspek efektivitas, efisiensi, dan manfaat pelayanan menjadi bagian 

penting dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah (Mardiasmo, 

2018; Mahmudi, 2015). 

Dari perspektif Hukum Keuangan Negara, BLU merupakan 

bentuk inovasi kelembagaan yang menggabungkan prinsip 

akuntabilitas keuangan negara dengan kebutuhan fleksibilitas dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, keberadaan BLU 

dapat dipandang sebagai salah satu instrumen reformasi sektor publik 

yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat tanpa 

mengurangi prinsip transparansi dan pertanggungjawaban dalam 

pengelolaan keuangan negara (Saidi, 2018; Sutedi, 2020). 
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Pendahuluan 

Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari pilihan sistem 

pemerintahan yang menempatkan daerah sebagai aktor penting 

dalam penyelenggaraan urusan publik. Dalam konteks Indonesia, 

perubahan paradigma dari sentralisasi menuju desentralisasi tidak 

hanya dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan efisiensi dalam 

pengelolaan sumber daya serta memperkuat akuntabilitas publik. 

Oleh karena itu, desentralisasi fiskal tidak dapat dipahami semata 

sebagai distribusi keuangan, melainkan sebagai instrumen strategis 

dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. 

Secara konseptual, desentralisasi fiskal berakar pada gagasan bahwa 

pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai 

kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat. Dengan 

demikian, pelimpahan kewenangan fiskal diharapkan dapat 

menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran. 

Namun, dalam prakteknya, pelaksanaan desentralisasi fiskal 

seringkali menghadapi dilema antara perluasan kewenangan dan 

keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

hubungan antara kewenangan dan kemandirian finansial daerah 

bersifat tidak otomatis, melainkan membutuhkan desain 

kelembagaan dan kebijakan yang matang. Menurut Arif Wibisono dkk., 

pengelolaan keuangan negara pada hakikatnya merupakan refleksi 

dari pilihan kebijakan publik yang menentukan arah pembangunan 

nasional, di mana APBN tidak sekadar dokumen anggaran, tetapi 

instrumen politik dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat 

(Wibisono, 2023).  

Dalam kerangka tersebut, desentralisasi fiskal dapat dipandang 

sebagai perpanjangan dari fungsi APBN ke tingkat daerah melalui 

APBD. Dengan demikian, kualitas pengelolaan keuangan daerah 

menjadi bagian integral dari kualitas pengelolaan keuangan negara 

secara keseluruhan. Lebih lanjut, Riawan Tjandra menegaskan bahwa 

ruang lingkup keuangan negara meliputi seluruh hak dan kewajiban 

negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk yang dikelola oleh 

entitas pemerintahan daerah (Tjandra, 2014). Pandangan ini 

menegaskan bahwa meskipun terdapat pembagian kewenangan 
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antara pusat dan daerah, tanggung jawab akhir terhadap pengelolaan 

keuangan tetap berada dalam kerangka negara kesatuan.  

Sehingga desentralisasi fiskal harus tetap berada dalam koridor 

sistem keuangan negara yang terintegrasi. Pada sisi lain, Dian Nugraha 

Simatupang mengingatkan bahwa dalam setiap pengelolaan keuangan 

negara selalu terdapat potensi kerugian negara, terutama apabila 

tidak disertai dengan sistem pengawasan yang memadai (Simatupang, 

2022). Dalam konteks desentralisasi, risiko tersebut cenderung 

meningkat seiring dengan bertambahnya aktor pengelola keuangan 

publik di tingkat daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa desentralisasi 

fiskal tidak hanya memperluas peluang inovasi kebijakan, tetapi juga 

membuka potensi penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan tata 

kelola yang baik (good governance). Dalam perspektif pemerintahan 

daerah, Bhenyamin Hoessein menekankan bahwa otonomi daerah 

sejatinya tidak hanya berkaitan dengan pelimpahan kewenangan 

administratif, tetapi juga mencakup kemampuan daerah untuk 

membiayai urusan rumah tangganya sendiri (Hoessein, 2009). 

Dengan kata lain, pelaksanaan otonomi daerah yang tidak disertai 

dengan kemandirian fiskal cenderung menimbulkan ketergantungan 

yang bersifat struktural terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini masih 

tampak dalam praktik di Indonesia, di mana sebagian besar 

pemerintah daerah masih mengandalkan dana transfer, seperti Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagai sumber 

utama pembiayaan belanja publik. 

Dalam perkembangan kebijakan fiskal nasional, Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawati berulang kali menekankan 

pentingnya penguatan kualitas belanja daerah serta peningkatan 

kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) (Mulyani, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama 

desentralisasi fiskal di Indonesia tidak hanya terletak pada distribusi 

sumber daya, tetapi juga pada kapasitas daerah dalam mengelola dan 

mengembangkan potensi fiskalnya secara berkelanjutan. Senada 

dengan itu, Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pentingnya menjaga 

keseimbangan antara desentralisasi fiskal dan stabilitas 

makroekonomi nasional, mengingat kebijakan fiskal daerah juga 

memiliki implikasi terhadap perekonomian nasional secara 

keseluruhan (Sadewa, 2026). 
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Pendahuluan 

Dalam mengkaji Hukum APBD, harus dapat dipastikan bahwa alurnya 

tidak sekadar administratif-prosedural, tetapi mencerminkan 

ketegangan teoretis dan praktis dalam HAN. Alur yang runtut harus 

dimulai dari hilirisasi politik menjadi produk hukum (Penetapan), 

berlanjut ke ruang gerak eksekutor di lapangan (Pelaksanaan & 

Diskresi), dan bermuara pada konsekuensi hukum 

(Pertanggungjawaban & Sengketa). 

 

Dimensi Hukum Hubungan Eksekutif-Legislatif Dalam 

Penetapan APBD 

Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan 

sekadar urusan kalkulasi angka matang, melainkan sebuah arena 

kontestasi hukum dan politik antara Kepala Daerah dan DPRD. 

Sebagai produk hukum berbentuk Peraturan Daerah (Perda), APBD 

menguji batas-batas fungsi anggaran (budgetary power) yang dimiliki 

legislatif berhadapan dengan hak prerogatif eksekutif dalam 

menjalankan roda pemerintahan. Ketika benturan kepentingan politik 

menyandera proses penetapan ini, hukum administrasi negara 

dituntut hadir memberikan instrumen penyelesaian seperti 

mekanisme pagu APBD tahun lalu melalui Peraturan Kepala Daerah 

(Perkada) agar pelayanan publik tidak lumpuh akibat kebuntuan 

legislasi. Dalam perspektif hukum administrasi negara (HAN), kunci 

bukan meniadakan politik, tetapi mengarahkan fungsi anggaran DPRD 

agar tetap berada pada koridor checks and balances, transparansi, dan 

akuntabilitas, tanpa mengambil alih domain perencanaan teknokratis 

eksekutif. Penelitian lebih banyak berbicara soal praktik dan dasar 

normatif fungsi DPRD, tetapi memberi beberapa prinsip pembatas 

yang relevan. DPRD memiliki tiga fungsi: legislasi, anggaran, dan 

pengawasan, dijalankan sebagai representasi rakyat dan balanced 

power terhadap kepala daerah (Ismail et al., 2025; Faisol & Anadi, 

2022; Rifa’i et al., 2024; Anggara et al., 2025; Safiudin, 2022).  

Fungsi anggaran DPRD pada level daerah diatur terutama melalui 

pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, perubahan APBD, dan evaluasi LKPJ 

(Ismail et al., 2025; Purnama et al., 2023; Faisol & Anadi, 2022). Pada 
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level nasional, Putusan MK 35/PUU-XI/2013 membatasi kewenangan 

DPR hanya sampai tingkat program, agar parlemen tidak 

mengintervensi detail teknis yang mengacaukan sistem perencanaan 

dan penganggaran eksekutif (Adrian, 2019). Ini menunjukkan model 

pembatasan yang relevan secara analogi bagi DPRD: DPRD fokus pada 

arah kebijakan dan alokasi antar-program, bukan item teknis. 

 

Tabel 12.1: Ruang Lingkup Fungsi Anggaran DPRD 

Tahap APBD Peran DPRD yang 

Sah 

Catatan Pembatasan 

KUA–PPAS Bahas & setujui 

prioritas dan 

plafon 

Fokus pada prioritas & plafon, 

bukan teknis kegiatan (Ismail et al., 

2025; Purnama et al., 2023) 

RAPBD Bahas & setujui 

secara politik 

Kontrol pada kesesuaian dgn RKPD 

& kebutuhan public (Ismail et al., 

2025; Santoso et al., 2021; Faisol & 

Anadi, 2022) 

Perubahan & 

LKPJ 

Evaluasi & 

rekomendasi 

Fungsi evaluatif, bukan mengelola 

(Ismail et al., 2025; Faisol & Anadi, 

2022; Safiudin, 2022) 

Sumber: Diolah Penulis.  

 

Untuk mencegah intervensi politis berlebih melalui prinsip HAN, 

maka perlu ditegaskan dengan prinsip good/clean governance, yang 

mana pengawasan DPRD bertujuan menjamin efektivitas, efisiensi, 

dan ketaatan hukum, bukan mengarahkan proyek demi kepentingan 

kelompok (Fitria, 2022; Pemerintahan et al., 2023; Faisol & Anadi, 

2022; Rifa’i et al., 2024; Anggara et al., 2025; Safiudin, 2022; Hafizah, 

2022). Pengawasan yang baik dipahami sebagai administrative 

oversight: menilai, menguji, dan bila perlu mengubah tindakan 

eksekutif yang menyimpang, melalui mekanisme formal (rapat kerja, 

hak angket, interpelasi, rekomendasi) (Faisol & Anadi, 2022; Rifa’i et 

al., 2024; Anggara et al., 2025; Safiudin, 2022; Hafizah, 2022). Ini 

menahan DPRD agar tidak “ikut mengelola”, melainkan mengoreksi. 
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Pendahuluan 

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu pilar utama dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia yang bertujuan untuk 

mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya 

keuangan. Dalam konteks ini, daerah tidak lagi hanya berperan 

sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai entitas 

pemerintahan yang memiliki kewenangan luas dalam mengelola 

keuangan daerahnya sendiri. Konsekuensi logis dari pemberian 

kewenangan tersebut adalah adanya tuntutan terhadap kemandirian 

fiskal daerah yang tercermin dalam kemampuan daerah untuk 

menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatannya secara 

optimal. Kemandirian fiskal daerah pada dasarnya tidak hanya diukur 

dari besarnya dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat, 

tetapi lebih pada kemampuan daerah dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi indikator penting dalam 

menilai tingkat otonomi suatu daerah, karena mencerminkan sejauh 

mana daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunan dan 

pelayanan publik secara mandiri. Dalam perspektif hukum keuangan 

negara, PAD tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis anggaran, 

melainkan juga sebagai instrumen kebijakan publik yang memiliki 

implikasi luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut 

pemikiran Arif Wibisono, pengelolaan keuangan negara, termasuk 

keuangan daerah, harus dipahami sebagai bagian dari upaya strategis 

dalam mengelola sumber daya nasional secara efektif dan 

bertanggung jawab. Keuangan negara bukan sekadar angka dalam 

anggaran, tetapi mencerminkan arah kebijakan negara dalam 

mencapai tujuan bernegara, termasuk pemerataan pembangunan 

antar daerah. Maka dari itu, kemampuan daerah dalam mengelola PAD 

menjadi refleksi dari kualitas tata kelola pemerintahan daerah itu 

sendiri (Wibisono, 2023).  

Dalam kerangka normatif, pengaturan mengenai pendapatan 

daerah merupakan bagian integral dari sistem hukum keuangan 

negara yang lebih luas. Riawan Tjandra menegaskan bahwa keuangan 

negara harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, 
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akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya 

berlaku bagi pemerintah pusat, tetapi juga mengikat pemerintah 

daerah dalam mengelola seluruh sumber pendapatannya, termasuk 

pajak daerah, retribusi daerah, dan komponen PAD lainnya (Tjandra, 

Tjandra, 2014). Lebih lanjut, dalam perspektif konseptual, keuangan 

daerah merupakan subsistem dari keuangan negara yang mencakup 

seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. 

Dian Nugraha Simatupang menyatakan bahwa ruang lingkup 

keuangan negara tidak hanya terbatas pada APBN, tetapi juga meliputi 

APBD sebagai manifestasi dari desentralisasi fiskal. Dengan demikian, 

pengelolaan pendapatan daerah harus tunduk pada prinsip-prinsip 

hukum keuangan negara yang menekankan pada tertib administrasi, 

kepatuhan hukum, dan akuntabilitas publik (Simatupang, 2022). Di 

sisi lain, dalam perspektif pemerintahan daerah, kemampuan fiskal 

menjadi salah satu indikator utama keberhasilan otonomi daerah. 

Bhenyamin Hoessein mengemukakan bahwa otonomi daerah yang 

efektif hanya dapat terwujud apabila daerah memiliki kapasitas 

keuangan yang memadai. Tanpa dukungan keuangan yang kuat, 

kewenangan yang luas justru berpotensi menjadi beban administratif 

yang tidak produktif. Oleh karena itu, optimalisasi sumber-sumber 

pendapatan daerah menjadi suatu keniscayaan dalam kerangka 

desentralisasi (Hoessein, 2009). Dalam praktiknya, penguatan 

kapasitas fiskal daerah juga menjadi perhatian utama dalam kebijakan 

fiskal nasional. Sri Mulyani Indrawati dalam berbagai kebijakan dan 

publikasinya menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja 

daerah yang didukung oleh pendapatan daerah yang kuat dan 

berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa ketergantungan yang tinggi 

terhadap transfer pusat dapat menghambat fleksibilitas daerah dalam 

merespons kebutuhan lokal yang dinamis. Oleh karena itu, penguatan 

PAD melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah menjadi 

agenda strategis dalam reformasi fiskal nasional (Mulyani, 2022). 

Selain itu, stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan juga 

tidak dapat dilepaskan dari kondisi fiskal daerah. Purbaya Yudhi 

Sadewa menekankan bahwa kesehatan fiskal daerah memiliki 

implikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional, terutama 

dalam konteks pengelolaan risiko fiskal dan keberlanjutan 
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Instrumen Pemerataan Pembangunan dan Penguatan 

Otonomi Daerah 

Tiga dekade setelah bergulirnya era reformasi pada tahun 1998, 

sistem pemerintahan Indonesia memasuki fase baru yang ditandai 

oleh kebutuhan untuk melakukan reorientasi mendasar terhadap 

pelaksanaan otonomi daerah. Reformasi yang pada awalnya bertujuan 

mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, memperkuat 

demokratisasi lokal, dan mengurangi kesenjangan pembangunan 

antardaerah, kini menghadapi dinamika yang jauh lebih kompleks. 

Perubahan lanskap ekonomi global, perkembangan teknologi, 

tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kebutuhan 

percepatan pembangunan yang lebih merata menuntut adanya 

penyesuaian kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada 

desentralisasi kewenangan, tetapi juga pada efektivitas dan kualitas 

tata kelola pemerintahan daerah. Pada 2025, misalnya tata kelola 

keuangan negara dihadapkan pada tantangan ganda yang saling 

berkaitan. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga stabilitas fiskal 

nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang 

dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, gejolak 

geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta perubahan arah kebijakan 

moneter internasional. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi 

penerimaan negara, investasi, dan kapasitas fiskal pemerintah dalam 

membiayai berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, 

pengelolaan anggaran negara dituntut semakin adaptif, prudent, dan 

berorientasi pada keberlanjutan fiskal jangka panjang. Di sisi lain, 

pemerintah juga dituntut untuk mengakselerasi pemerataan 

pembangunan wilayah sebagai bagian dari agenda transformasi 

nasional. Kesenjangan pembangunan antar wilayah yang masih terjadi 

menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum 

sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh daerah. Beberapa 

wilayah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, 

rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta kapasitas fiskal 

daerah yang belum optimal (RI, 2022).  

Dalam konteks tersebut, kebijakan transfer ke daerah dan 

berbagai instrumen fiskal lainnya menjadi sarana strategis untuk 
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memperkuat kapasitas pembangunan daerah sekaligus mendorong 

peningkatan kualitas layanan publik.  Reorientasi otonomi daerah 

pada periode ini tidak lagi semata-mata menekankan pada besarnya 

kewenangan yang didesentralisasikan, tetapi lebih diarahkan pada 

pencapaian hasil pembangunan yang terukur dan selaras dengan 

prioritas nasional (Robi, 2023). Hubungan fiskal antara pemerintah 

pusat dan daerah semakin didesain untuk menciptakan sinergi 

pembangunan yang efektif melalui pendekatan berbasis kinerja, 

penguatan akuntabilitas, serta peningkatan efisiensi penggunaan 

anggaran.  

Daerah didorong untuk tidak hanya bergantung pada transfer 

pusat, tetapi juga meningkatkan kemandirian fiskal melalui 

optimalisasi pendapatan asli daerah dan pengembangan potensi 

ekonomi lokal yang berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut sejalan 

dengan visi nasional Asta Cita yang menempatkan pemerataan 

pembangunan, penguatan kualitas sumber daya manusia, 

peningkatan daya saing ekonomi, serta pembangunan dari desa dan 

daerah sebagai pilar utama pembangunan nasional (Nabilah et al., 

2026). Dalam kerangka ini, desentralisasi fiskal tidak lagi dipandang 

sekadar sebagai mekanisme distribusi sumber daya keuangan, 

melainkan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan 

transformasi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Keberhasilan 

implementasi Asta Cita sangat bergantung pada kemampuan 

pemerintah pusat dan daerah membangun kolaborasi yang efektif 

dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan 

pembangunan. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi 

Indonesia untuk melakukan konsolidasi kebijakan desentralisasi dan 

penguatan tata kelola fiskal. Tantangan menjaga stabilitas fiskal 

nasional dan mempercepat pemerataan pembangunan wilayah 

bukanlah agenda yang saling bertentangan, melainkan dua tujuan 

yang harus dicapai secara simultan. Melalui pengelolaan keuangan 

negara yang responsif, transparan, dan berorientasi pada hasil, serta 

penguatan kapasitas pemerintah daerah sebagai motor pembangunan 

lokal, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan 

pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan 

cita-cita besar bangsa sebagaimana tertuang dalam visi Asta Cita. 
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Latar Belakang Pemisahan Kekayaan Negara 

Dalam negara modern, pemerintah tidak lagi hanya berfungsi sebagai 

penjaga keamanan dan ketertiban (rust en orde) saja, tetapi juga 

bertanggung jawab aktif mewujudkan kesejahteraan umum 

(bestuurzorg). Dalam rangka menjalankan fungsi kesejahteraan 

umum inilah, kemudian konsep negara modern disebut dengan istilah 

negara kesejahteraan (welfare state). Secara teoritis, konsep negara 

kesejahteraan (welfare state) menempatkan negara sebagai pihak 

yang memiliki kewajiban untuk turut campur (staatsbemoeienis) 

dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat guna mewujudkan 

keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan 

terhadap kelompok masyarakat yang lemah (Kosasih, Kenedi, & 

Mahdi, 2017). Secara konstitusional, Indonesia merupakan negara 

kesejahteraan. Hal ini tampak jelas dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara 

adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 33 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selain itu, 

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, 

negara tidak boleh menyerahkan seluruh mekanisme ekonomi kepada 

pasar karena pasar cenderung berorientasi pada keuntungan (profit 

oriented), bukan pemerataan. Untuk mengelola cabang-cabang 

produksi yang menguasai hidup orang banyak dan menjamin keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat, negara memerlukan alat atau instrumen 

ekonomi yang dapat digunakan untuk menjamin terpenuhinya 

kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks inilah negara 

membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai instrumen 

negara untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan perlindungan sosial 

kepada masyarakat (public service obligation) yaitu dengan menjamin 

akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, melindungi kepentingan 

sosial ekonomi rakyat, menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui 

penyediaan pelayanan publik (Hromadka, 2017). 
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BUMN merupakan bentuk intervensi negara kepada perusahaan 

miliknya di bidang ekonomi untuk menyediakan barang atau jasa 

tertentu demi kepentingan masyarakat walaupun secara bisnis 

mungkin kurang menguntungkan. BUMN berfungsi sebagai instrumen 

negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi, menyediakan pelayanan 

publik, mendorong pembangunan nasional, serta melindungi 

kepentingan masyarakat luas (Asnawi, 2016). Orientasi BUMN pada 

pelayanan publik lebih diutamakan daripada logika keuntungan 

murni, namun bukan berarti BUMN tidak boleh mencari keuntungan. 

Keberadaan BUMN mencerminkan tanggung jawab negara untuk 

tidak sekadar menjadi regulator, tetapi juga pelaku aktif dalam 

menjamin pelayanan publik, pemerataan kesejahteraan, dan 

perlindungan kepentingan masyarakat luas. 

 

Kedudukan Hukum BUMN Sebagai Pengelola Kekayaan 

Negara yang Dipisahkan 

Status dan kedudukan BUMN sebagai perusahaan negara memiliki 

karakter yang khas karena BUMN berada di wilayah interseksi antara 

rezim hukum publik dan hukum privat. Di satu sisi, BUMN merupakan 

alat negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan 

menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi di sisi lain BUMN juga 

merupakan badan usaha yang menjalankan aktivitas bisnis untuk 

memperoleh keuntungan. Karena itu, kedudukan BUMN tidak dapat 

dipahami semata-mata sebagai institusi pemerintahan maupun 

perusahaan swasta pada umumnya (de Vries, 2025). Secara yuridis, 

BUMN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam undang-undang 

tersebut ditegaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh 

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan. Berdasarkan pengertian tersebut, BUMN memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

1. BUMN Sebagai Badan Hukum 

BUMN merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum 

(rechtspersoon) yang memiliki kekayaan, hak, kewajiban, serta 

https://peraturan.bpk.go.id/Details/43919/uu-no-19-tahun-2003?utm_source=chatgpt.com
https://peraturan.bpk.go.id/Details/43919/uu-no-19-tahun-2003?utm_source=chatgpt.com
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Pendahuluan 
Pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan 

merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. 

Kompleksitas pengelolaan keuangan negara serta luasnya 

kewenangan aparatur pemerintahan membuka peluang terjadinya 

penyimpangan administratif maupun tindak pidana korupsi apabila 

tidak disertai sistem pengawasan yang memadai. Kehadiran Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi bagian strategis 

dalam memastikan setiap pelaksanaan kebijakan dan penggunaan 

anggaran negara berjalan sesuai dengan prinsip legalitas, efisiensi, 

dan akuntabilitas publik. Pengawasan internal tidak hanya berfungsi 

menemukan kesalahan, melainkan juga berorientasi pada pencegahan 

penyimpangan melalui pembinaan, evaluasi, dan penguatan sistem 

pengendalian internal pemerintahan (Mardiasmo, 2018). 

Perkembangan sistem pemerintahan modern menempatkan 

pengawasan preventif sebagai pendekatan yang lebih efektif 

dibandingkan pengawasan represif. Pendekatan preventif 

memungkinkan potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak tahap 

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pemerintahan. 

Dalam konteks tersebut, APIP memiliki peran sebagai early warning 

system yang bertugas memberikan rekomendasi perbaikan sebelum 

terjadi kerugian negara. Fungsi pengawasan internal juga berkaitan 

erat dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan 

(Bastian, 2007). Kedudukan APIP dalam sistem pemerintahan 

Indonesia memperoleh legitimasi melalui berbagai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, terutama dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengawasan 

internal dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai 

atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan negara. Pelaksanaan pengawasan 

internal dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawasan seperti Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat 

pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (PP No. 60 Tahun 

2008, 2008).  
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Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

memiliki posisi strategis sebagai lembaga pengawasan intern 

pemerintah yang berada langsung di bawah Presiden. Peran BPKP 

tidak terbatas pada pelaksanaan audit keuangan, tetapi juga 

mencakup audit kinerja, evaluasi tata kelola, pendampingan program 

strategis nasional, serta pembinaan penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Fungsi tersebut 

menunjukkan bahwa pengawasan internal saat ini telah berkembang 

ke arah pengawasan berbasis manajemen risiko dan penguatan tata 

kelola pemerintahan yang baik. Keberadaan BPKP menjadi penting 

dalam mendorong efektivitas penggunaan keuangan negara sekaligus 

meminimalisasi potensi penyimpangan anggaran (Perpres No. 192 

Tahun 2014, 2014). Pelaksanaan pengawasan internal di tingkat 

daerah dijalankan oleh Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat memiliki 

kewenangan melakukan audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan 

pembinaan terhadap perangkat daerah dalam pengelolaan anggaran 

maupun pelaksanaan kebijakan publik. Posisi Inspektorat menjadi 

sangat penting mengingat pemerintah daerah memiliki kewenangan 

otonomi yang luas dalam mengelola keuangan dan pembangunan 

daerah. Pengawasan internal daerah yang tidak berjalan optimal 

berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, 

maladministrasi, hingga tindak pidana korupsi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah (Sunarno, 2006). Praktik 

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara masih menjadi 

persoalan serius yang menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan 

internal belum sepenuhnya optimal. Temuan berbagai kasus korupsi 

di daerah memperlihatkan bahwa lemahnya pengendalian internal 

seringkali dipengaruhi oleh rendahnya independensi pengawas, 

keterbatasan sumber daya manusia auditor, serta kurang optimalnya 

tindak lanjut hasil pengawasan.  

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan fungsi APIP 

tidak dapat hanya dilakukan melalui pembentukan regulasi, 

melainkan juga memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, 

profesionalisme auditor internal, serta komitmen birokrasi terhadap 

budaya integritas dan akuntabilitas (Prasojo, 2015). Hubungan 
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Pendahuluan 

Pengelolaan keuangan negara dalam negara demokrasi modern tidak 

hanya berkaitan dengan persoalan administratif mengenai 

penerimaan dan pengeluaran anggaran, melainkan juga menyangkut 

dimensi konstitusional, politik, dan hukum publik. Anggaran negara 

pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan publik yang 

mencerminkan arah pembangunan, prioritas pemerintahan, serta 

hubungan pertanggungjawaban antara negara dan warga negara 

(Asshiddiqie, 2006). Maka dari itu, pengelolaan keuangan negara 

harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, 

efisiensi, dan supremasi hukum agar penggunaan sumber daya publik 

tidak menyimpang dari tujuan negara sebagaimana diamanatkan 

dalam konstitusi. Pada konteks ini, pengelolaan keuangan negara juga 

mempunyai peran penting dalam mewujudkan tujuan bernegara, 

yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan keadilan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan 

demikian perlu dibentuk Lembaga khusus yang bersifat independen, 

objektif dan bebas dari pengaruh pemerintah untuk memeriksa cara 

pemerintah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan 

anggaran yang sudah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat (DPR), 

Lembaga ini adalah Badan pengawas Keuangan (BPK) yang bertugas 

memeriksa dan menyerahkan hasilnya kepada Dewan perwakilan 

Rakyat (DPR), Pemerintah dan aparat penegak hukum (Saputra, et.al, 

2025). Dalam konteks negara hukum (rechtsstaat), prinsip 

akuntabilitas keuangan negara menjadi bagian integral dari 

mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan pemerintahan.  

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang berada pada 

cabang eksekutif berpotensi menimbulkan penyalahgunaan 

wewenang apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang 

efektif dan independen (Budiardjo, 2008). Pengawasan tersebut tidak 

hanya bersifat internal melalui aparat pengawasan pemerintah, tetapi 

juga dilakukan secara eksternal oleh lembaga negara yang memiliki 

independensi konstitusional. Di Indonesia, fungsi tersebut dijalankan 
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oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedudukan BPK sebagai 

lembaga pemeriksa eksternal memperoleh legitimasi langsung dari 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa 

untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 

diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 

Rumusan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa eksistensi BPK 

bukan sekadar lembaga administratif, melainkan bagian dari desain 

ketatanegaraan Indonesia dalam mewujudkan sistem checks and 

balances terhadap pengelolaan keuangan negara. Pasca reformasi 

ketatanegaraan, penguatan posisi BPK menjadi sangat penting seiring 

dengan meningkatnya tuntutan publik terhadap pemerintahan yang 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebelum 

perubahan UUD 1945, fungsi pengawasan keuangan negara 

cenderung belum berjalan optimal akibat dominasi kekuasaan 

eksekutif dalam sistem pemerintahan. Reformasi konstitusi kemudian 

mempertegas independensi BPK sekaligus memperluas ruang lingkup 

pemeriksaannya terhadap seluruh entitas yang mengelola keuangan 

negara, baik di tingkat pusat maupun daerah (Huda, 2019). Dengan 

demikian, BPK tidak hanya berperan sebagai auditor administratif, 

tetapi juga sebagai instrumen konstitusional dalam menjaga integritas 

tata kelola keuangan negara. Secara normatif, ruang lingkup keuangan 

negara di Indonesia memiliki cakupan yang sangat luas. Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

mendefinisikan keuangan negara sebagai seluruh hak dan kewajiban 

negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu baik 

berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara 

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 

angka 1 UU 17/2003).  

Luasnya cakupan tersebut menyebabkan objek pemeriksaan BPK 

meliputi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha 

milik negara, badan layanan umum, hingga lembaga lain yang 

mengelola keuangan negara. Kompleksitas pengelolaan keuangan 

negara inilah yang menuntut adanya sistem pemeriksaan yang 

profesional, sistematis, dan berbasis standar audit yang ketat. Dalam 

menjalankan mandat konstitusionalnya, BPK melaksanakan tiga jenis 
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Pendahuluan 

Secara filosofis, tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan memberikan 

perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia beserta wilayahnya, 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas 

kehidupan bangsa melalui pendidikan, serta berperan aktif dalam 

menjaga ketertiban dan perdamaian dunia sebagaimana tercermin 

dalam tujuan bernegara yang dirumuskan pada norma fundamental 

yang merupakan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam 

Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, 

pada praktiknya Pemerintah menggunakan berbagai instrumen 

pemerintahan guna mewujudkan tujuan negara secara efektif.  

Berbagai instrumen pemerintahan tersebut dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut (Tjandra, 2014): (1) sebagai salah 

satu sarana hukum, instrumen yuridis diwujudkan dalam berbagai 

bentuk, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, 

dokumen perencanaan, maupun instrumen keperdataan yang 

digunakan untuk menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan, (2) 

sarana yang bersifat materiil, (3) sarana yang berkaitan dengan 

kemampuan, profesionalitas, dan integritas sumber daya manusia 

aparatur yang menjalankan fungsi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan pemerintahan, (4) berbagai sarana yang digunakan 

dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya keuangan negara 

guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

publik. Adapun pemanfaatan berbagai instrumen pemerintahan 

dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan harus dilaksanakan 

yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip 

negara hukum serta asas-asas fundamental dalam penyelenggaraan 

pemerintahan menjadi landasan bagi setiap instrumen yang 

digunakan (Tjandra, 2014). Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, 

instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan, keuangan negara 

berfungsi sebagai instrumen utama yang menentukan efektivitas 

jalannya roda pemerintahan sebagaimana mestinya.  

Secara konstitusional, kedudukan instrumen Pengaturan 

keuangan negara sebagai bagian dari sistem keuangan negara 
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ditetapkan dalam Bab VIII UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur Hal 

Keuangan sebagai landasan konstitusional Tahun 1945 yang 

menunjukkan aspek konstitusionalitas dan desain hukum dalam 

perspektif konseptual tata negara (staat in rust) yang mengatur 

keuangan negara, serta dalam konstruksi hukum administrasi negara 

(staat in beweging) secara operasional instrumen seluruh dimensi 

yang berhubungan dengan keuangan negara yang mencakup proses 

perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 

pertanggungjawaban keuangan negara yang diselenggarakan dengan 

tunduk pada norma hukum yang ditetapkan melalui undang-undang 

(wet) sebagai landasan normatif dan berbagai peraturan perundang-

undangan (regeling) sebagai instrumen implementatif yang berlaku 

serta berbagai instrumen hukum lainnya berupa peraturan kebijakan 

(beleidsregel atau policy rules) sebagai payung hukum pelaksanaan 

administratif dan perbendaharaan (Tjandra, 2014).  

Dalam perkembangannya Dalam perspektif pembangunan 

ekonomi dan sosial, Indonesia hingga saat ini masih berada dalam 

kategori negara berkembang dalam berbagai bidang terutama dalam 

bidang perekonomian negara. Hal tersebut berimplikasi pada 

tuntutan agar pengelolaan praktik pengelolaan keuangan negara yang 

dilaksanakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam 

menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi pemerintahan guna 

mencapai tujuan penyelenggaraan negara pengelolaan keuangan 

negara yang dilaksanakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan 

dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi pemerintahan 

guna mencapai tujuan penyelenggaraan negara dapat dilakukan 

secara memadai dan profesional sebagai indikator kemampuan 

negara dalam upaya mewujudkan tujuan negara serta mencapai 

kemakmuran rakyat (Albert & Sitabuana, 2022). Hal tersebut menjadi 

penting, karena dengan indikator pengelolaan keuangan negara 

secara memadai dan profesional, maka potensi terjadinya kerugian 

keuangan negara dapat diminimalisasikan dan menempatkan 

keuangan negara sebagai instrumen utama penyelenggaraan 

pemerintahan yang diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial 

(social equity) secara berkelanjutan (Puji Nugraha Simatupang, 2021). 

Namun demikian, dalam praktik pengelolaan keuangan negara 

yang diukur dan dievaluasi melalui hasil pemeriksaan atas 
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Pendahuluan 

Pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan aspek 

fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan 

langsung dengan pelaksanaan fungsi negara untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep negara kesejahteraan 

(welfare state), negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan 

pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, 

serta perlindungan sosial yang seluruhnya membutuhkan tata kelola 

keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Rahman, 

2026).  

Pengelolaan keuangan negara tidak hanya menyangkut proses 

penerimaan dan pengeluaran anggaran, tetapi juga mencerminkan 

kualitas tata kelola pemerintahan (good governance). Oleh karena itu, 

pengelolaan keuangan yang baik menjadi syarat utama terciptanya 

stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, serta efektivitas 

pembangunan nasional dan daerah(Kumalasari, 2026). Dalam era 

otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang 

lebih luas dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang mampu 

mencegah penyalahgunaan anggaran dan korupsi. Transparansi dan 

akuntabilitas menjadi indikator penting dalam memastikan bahwa 

setiap penggunaan anggaran benar-benar diarahkan untuk 

kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah secara 

berkelanjutan (Mandasari, 2024); (N. A. Lestari, 2023). Pentingnya 

pengelolaan keuangan negara dan daerah juga dilatarbelakangi oleh 

tingginya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih 

dan bertanggung jawab. Reformasi birokrasi dan desentralisasi fiskal 

telah membawa perubahan besar terhadap pola hubungan antara 

pemerintah pusat dan daerah, di mana pemerintah daerah dituntut 

mampu mengelola sumber daya keuangan secara mandiri namun 

tetap sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik (Nurlina, 2025).  

Pengelolaan keuangan yang buruk dapat menimbulkan berbagai 

persoalan, seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, ketimpangan 

pembangunan, pemborosan anggaran, hingga meningkatnya praktik 

korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, pengelolaan 

keuangan yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan 
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pemerintah, efektivitas program pembangunan, serta kepercayaan 

masyarakat terhadap institusi negara (Shaquille, 2026); (Gibran, 

2026). Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan, transparansi, dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan 

publik (Auditya, 2013).  

Selain itu, transparansi anggaran juga menjadi instrumen penting 

dalam membuka akses informasi kepada masyarakat sehingga publik 

dapat melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan uang negara 

(Sherly, 2025). Urgensi pengaturan aspek administrasi dan pidana 

dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah berangkat dari 

kenyataan bahwa keuangan publik merupakan instrumen utama 

negara dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana 

diamanatkan oleh konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa, 

memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan 

bangsa (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945). Oleh karena itu, seluruh rangkaian pengelolaan keuangan 

negara dan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan, 

harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, 

transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum. Adanya 

pengaturan administratif yang jelas berfungsi sebagai pedoman bagi 

aparatur negara dalam menggunakan diskresi secara tepat sehingga 

dapat meminimalkan kesalahan prosedural yang berpotensi 

menimbulkan kerugian keuangan negara. Tanpa adanya pengaturan 

administrasi yang memadai, penyelenggara pemerintahan rentan 

melakukan maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, maupun 

tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan 

yang baik (AUPB). Oleh karena itu, penguatan aspek administrasi 

dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan 

kebutuhan mendasar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan 

yang efektif dan berintegritas (Apriyani, 2025); (Raharjo, 2021). Selain 

itu, prinsip legalitas dalam pengelolaan keuangan negara juga 

menegaskan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran negara harus 

memiliki dasar hukum yang jelas sebagai bentuk perlindungan 

terhadap kepentingan publik (Apriyani, 2025).  
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Pendahuluan 
Keuangan negara merupakan instrumen utama dalam 

penyelenggaraan negara modern karena melalui mekanisme 

keuangan negara pemerintah menjalankan fungsi pelayanan publik, 

pembangunan nasional, distribusi kesejahteraan, serta perlindungan 

hak-hak sosial masyarakat. Dalam negara hukum demokratis, 

pengelolaan keuangan negara tidak hanya dipandang sebagai 

persoalan administratif dan ekonomi semata, melainkan juga sebagai 

persoalan konstitusional yang berkaitan erat dengan prinsip 

kedaulatan rakyat, akuntabilitas pemerintahan, dan perlindungan hak 

warga negara (Asshiddiqie, 2010). Oleh sebab itu, setiap kebijakan 

dan tindakan pemerintah di bidang keuangan negara harus tunduk 

pada prinsip legalitas dan dapat diuji melalui mekanisme hukum yang 

tersedia. Dalam konteks Indonesia, konsep keuangan negara memiliki 

cakupan yang luas sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan negara 

tidak hanya terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN), tetapi juga meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang 

dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang 

dipisahkan, penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, 

hibah, serta pengelolaan keuangan daerah (Pasal 1 UU 17/2003). 

Luasnya ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa setiap 

kebijakan fiskal dan administrasi keuangan negara memiliki 

konsekuensi hukum yang signifikan, baik terhadap negara maupun 

masyarakat. Di sisi lain, dinamika pengelolaan keuangan negara dalam 

praktiknya acap kali menimbulkan sengketa hukum. Sengketa 

tersebut muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap norma 

perpajakan, keberatan atas tindakan administrasi pemerintahan di 

bidang keuangan, maupun ketidakpuasan masyarakat terhadap 

kebijakan fiskal yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. 

Dalam negara hukum, sengketa semacam ini tidak dapat diselesaikan 

semata-mata melalui pendekatan kekuasaan administratif, tetapi 

harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang independen 

dan imparsial (Hadjon, 1987). 

Salah satu bentuk sengketa keuangan negara yang paling 

dominan adalah sengketa perpajakan. Pajak sebagai sumber utama 

penerimaan negara memiliki karakter memaksa berdasarkan undang-
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undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 

1945. Karakteristik tersebut menempatkan negara dalam posisi yang 

sangat kuat terhadap wajib pajak. Namun demikian, dalam praktik 

administrasi perpajakan tidak jarang muncul persoalan berupa 

ketidaksesuaian penetapan pajak, keberatan atas hasil pemeriksaan, 

maupun tindakan penagihan yang dianggap merugikan wajib pajak 

(Mardiasmo, 2022). Dalam kondisi demikian, Pengadilan Pajak hadir 

sebagai instrumen perlindungan hukum guna menjaga keseimbangan 

antara kewenangan negara dalam memungut pajak dan hak 

konstitusional warga negara. Keberadaan Pengadilan Pajak menjadi 

penting karena hukum pajak pada dasarnya berada pada titik 

pertemuan antara kepentingan negara untuk memperoleh 

penerimaan dan kepentingan individu untuk mendapatkan 

perlindungan atas hak-hak ekonominya. Negara membutuhkan pajak 

untuk membiayai pembangunan, tetapi pemungutan pajak yang 

dilakukan tanpa kepastian hukum berpotensi menimbulkan 

penyalahgunaan kewenangan administratif (Soemitro, 2011). Oleh 

karena itu, sistem penyelesaian sengketa pajak harus mampu 

menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi administrasi. 

Selain sengketa perpajakan, pengelolaan keuangan negara juga 

melahirkan sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan 

tindakan administratif pemerintah di bidang keuangan. Sengketa 

tersebut dapat berupa pencabutan izin usaha, pembatalan kontrak 

pengadaan barang dan jasa, penetapan daftar hitam (blacklist), 

penundaan pencairan anggaran, hingga kebijakan administrasi yang 

berdampak pada hak keuangan warga negara atau badan hukum. 

Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan pemerintah di 

bidang keuangan tetap harus tunduk pada asas-asas umum 

pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas kepastian hukum, 

kecermatan, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan wewenang 

(Ridwan, 2020). 

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peran penting 

dalam mengontrol tindakan administratif pemerintah agar tidak 

melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan. Fungsi kontrol yudisial terhadap tindakan 

administrasi keuangan negara menjadi sangat penting mengingat 
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